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1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia berlangsung secara terus menerus dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
baik material maupun spiritual. Agar dapat mewujudkan tujuan pembangunan
tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.
Berbicara mengenai pembangunan, tentunya di butuhkan biaya dan tanpa adanya
dukungan dana sangat tidak mungkin pembangunan tersebut dapat dilaksankan.
Dengan demikian guna tercapainya tujuan tersebut pemerintah menerapkan iuran
pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang berguna
untuk membayar  pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun
pengeluaran pembangunan. Tapi bagi perusahaan pajak termasuk beban yang

akan mengurangi pendapatan perusahaan.



Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak Menurut
Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 4
disebutkan bahwa: “Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia mau pun dari luar
Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun .”

Dalam hal ini perusahaan jasa maupun Non jasa sebagai Wajib Pajak
diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber
pengeluaran (Cash Disbursement) tanpa adanya imbalan secara langsung bagi
perusahaan tersebut. Sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya
untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin selama hal tersebut
memungkinkan.

Dalam wusaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara
Penyelundupan Pajak (7ax Evasion) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).
Penyelundupan Pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan Wajib Pajak
dalam mengurangi beban pajak dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan,
seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh,
meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam.

Berlainan dengan penyelundupan pajak, penghematan melalui

penghindaran pajak adalah merupakan usaha yang tidak melanggar ketentuan



peraturan Undang-Undang Perpajakan. Misalnya dengan memanfaatkan
pengecualian dan potongan yang diperkenakan atau memanfaatkan hal-hal yang
belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk mencapai tujuan ini,
yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan Perencanaan Pajak (Tax
Planning) dan ini mungkin hanya dilakukan apabila pihak manajemen perusahaan
memahami ketentuan perpajakan serta menyelenggarakan kebijakan-kebijakan
Akuntansi dan Pembukuan yang mengatur syarat.

PT. Semesta Nusantara Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang kontruksi pembangunan gedung, Penghasilan/laba yang diperoleh PT.
Semesta Nusantara Konstruksi secara otomatis perusahaan telah menjadi subjek
pajak sekaligus menjadi objek pajak suatu negara. PT. Semesta Nusantara
Konstruksi memberikan tujangan pajak penuh kepada karyawannya namun
metode yang digunakan perusahaan ini adalah metode Net Method yakni
merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak
karyawannya namun metode yang diterapkan perusahaan ini tidak memberikan

keutungan untuk perusahaan hanya memberikan keutungan kepada karyawan saja

Dalam penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Semesta Nusantara
Konstruksi, penulis menemukan bahwa PT. Semesta Nusantara Konstruksi telah
melakukan kebijakan perhitungan pph pasal 21 dengan menggunakan metode net.

Berikut ini adalah data mengenai perhitungan Metode Net untuk tahun 2021






